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ABSTRAK

Salah satu contoh tindak pidana anak yang dilakukan di masa Kkini yakni
pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menjelasakan bagaimana tinjauan hukum
pidana anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan, perbandingan penerapan
hukum dalam amar putusan No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn dan amar ptusan No:
17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl, dan menjelaskan terkait dengan faktor-faktor apa saja
yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan
Negeri Bantul dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
normatif-empiris hal ini dikarenakan peneliti menggabungkan unsur-unsur dari hukum
normatif dan empiris dan juga penulis mengkaji suatu kasus hukum dan juga dalam
pembahasan nantinya akan di tambah dari hasil wawancara kepada hakim yang
memutus perkara tersebut.

Tinjauan hukum pidana pada pelaku pencurian dengan kekerasan di wilayah
Pengadilan Negeri Bantul dan Sleman tetap mengedepankan hukum positif yakni
KUHP yang berlaku, akan tetapi dalam penjatuahn hukum banyak aspek aspek yang
menjadi pertimbangan hakim. Perbedaan ataupun disparitas hakim dalam mengambil
suatu keputusan itu merupakan suatu hal yang wajar selama tidak bertentangan dengan
Undang-Undang yang berlaku. Dalam penjatuhan hukuman yang tertuang di dalam
amar putusan No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn dan amar ptusan No: 17/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.Btl memeiliki banyak pertimbangan baik dari segi meringankan dan
juga memberatkan, sehingga ditemukanlah putusan yang bedasrkan kemanfaatan,
keadilan dan kepastian hukum di Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah
Sleman dan Bantul.
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